
GUBERNUR I,AMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMoR, Cl 33t tvt.ottlf.Kl2o2s

TENTANG

PEUBENTI,'XAN TIM FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAII
TETTANG RENCANA I(ER^IA PEMERIilTAH DAERAH I(ABUPATEN/KOTA
TAHUN 20.24 DAN PERI'BAHAN RI}ICAI{A XERJA PEMERIITTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA TAHI'N 2023 SERTA EVALUASI RENCA.ITA KERJA
PEMERINTAII DAERAH TAHUN 2023 DALAM RANGKA PEMBERIAN

PENGHARGAAN PEMBAI{GUNAN DA.ERAII KEPAI)A
KABT'PATEN/KOTA SE.PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbalg a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 102 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, disebutkan Bupati/Walikota
menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kepada Gubernur
melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung untuk difasilitasi dan dievaluasi;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di
atas, dan agar pelalsanaan fasilitasi dan evaluasi dimaksud
dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya perlu
membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 serta
Evaluasi Rencana Keg'a Pemerintah Daerah Tahun 2023
dalam Rangka Pemberian Penghargaan pembangunan
Daerah untuk Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 1964 tentang pembentukan baerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peratural Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang- Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024:

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalial dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangu.nan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Pelimpahan Urusan
Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada
Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka
Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2022;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor l3 tahun 2O19
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2Ol9-2O24 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
72 Tahun 2O2L;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tatake{a Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun
2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAIY GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI RAI{CANGAIT PERATURAIT KEPALA DAERAH
TENTANG REI|CANA KERJA PEMERINT/IH DAERAH
I(ABUPATEIT/KOTA TAHUN 20/24 DAN PERUB/TIIAN RENCANA
KER.'A PEMERINTAII DA.ERAII KABUPATEIT/KOTA TAHUI|
20.23 SERTA EVATUASI RENCAIVA K"ER.IA PEUERINTAII
DAERAH TAHUN 20/23 DALAJU RANGKA PEMBERIAIT
PEITGHARGAAN PEUBANGUNAN DAERAII KEPADA
KABUPATEN/KOTA SF.PROVINSI LA}IPUNG.
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KESATU

KETIGA

KEMPAT

Membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Peratural Kepala Daerah
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Keda Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2023 serta Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 daJam Rangka Pemberian
Penghargaan Pembangunan Daerah untuk Kabupaten/Kota
se Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam penyusunan
Rancangalt Peraturan Kepala Daeral. tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2023;

b. menguji kesesuaian dan keselarasan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional,
dan/ atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Ralcangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Keq'a Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024 dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebagai
rekomendasi penyempurnaan dokumen;

d. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, pencapaian daerah dan inovasi
pembangunan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan
bertanggungiawab kepada Gubernur Lampung.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badarr
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023 pada DIPA-O55.01.3.12OO22/2023
Tanggal 30 November 2023 pada Kegiatan perencanaan
Pembangunan Nasional Lintas Bidang.

KELIMA

KEDUA



KEENAM
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbgtung
padatanggal /4-b-2023
GTIBERNUR LAMPI'NG,

ARINAL DJUNNDI

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasiona.l di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teh:kbetung;
4. Inspektur Provinsi l,ampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yartg bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNURLAMPUNG
NOMOR : Cl79 /WOr/HK12O23
TANccAL, /*- O - 2023

SUST'NAN PERSONATIA TIM FASILITASI RAT{CANGAN PERATURAN
XEPALA DA,ERAH TENTANG RENCAITA KER^IA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DAJI PERUBAHAN RII{CANA KERJA

PEMERIITTAII DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUI| 2023 SERTA
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAIIUN 2023 DALAM
RANGKA PEMBERIAN PENGI{ARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPAI)A

I(ABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI LAMPUITG

L Penanggung
Jawab

II. Ketua

III. Sekretaris

lV. Anggota

Kepala Badan Perenczrnaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung

Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi La.mpung

Sekretaris Badan PerencErnaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung

1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

2. Kepala Bidang Perenca-naan Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung

3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan
Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

5. Mhd. Yusuf Nasution, S.Sos.,M.Si (Fungsional Perencana
Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)

6. Andi Arafat, S.T.,M.E. (F\rngsional Perencana Ahli Madya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

7. Dewi Setiyawati, S.P., M.S.E., M.Sc. (Fungsional Perencana
Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)

8. Awliyanti, S.Si, Apt. (Fungsional Perencana Ahli Madya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

9. Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP, Apt (Fungsional
Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan pembangunan
Daerah Provinsi l,ampung)
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10. Kat"al:, S.P., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

11. Salisiara, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

12. Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L. (Fungsional Perencana
Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)

13. Era Jayanti, S.STP, M.M. (Fungsiona-l Perencana Ahli
Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

14. Andri Budhi Dharma, S.H. (Fungsional Perencana Ahli
Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

15. Nelly Astuti, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

16. Dian Rachmawaty, S.P. (Fungsional Perencana Ahli Muda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

17. Revario Oktano, S.Si. (Fungsional Perencana Ahli Muda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

18. Silfa Gusman, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

19. Prayudi Aribowo, S.STP (Fungsional Perencana Ahli Muda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

20. Muhammad Fauzi, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli
Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

21. Merylia, S.T.,M.T.,M.Sc. (Fungsional Perencana Ahli Muda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

22. Riya Soneta, S. Kom (Fungsional Perencana Ahli Muda
Badan Perencalaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

23. Dharma Saputra, S.E., M.H. (Fungsional Perencana Ahli
Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

24. Naomi Set5rawati, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

25. Rizki Winanda, S.E. (Fungsional Perencana Ahli pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi
Lampung)
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26. Kornella Restianti, S.K.M (Penyusun Program Anggaran
dan Pelaporan Subbid Perencanaan Perekonomian I
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

27. Metri Gustinawati, S.H. (Analis Hukum Ahli Muda Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

28. Asih Purwanti, S.IP (Analisis Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung)

29. Muhammad Airlangga, S.E. (Analis Perencanaan dan
Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)

30. Intan Sari Amsya, A.Md. (Pengelola Bahan Perencalaan
Sub Bidang Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

31. Ivando Holawarno, S.Tr.IP (Analis Program Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI


